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Seperti pertemuan keenam sebelumnya, pertemuan ketujuh ini kembali ditujukan untuk menggali lebih dalam mekanisme koordinasi antar instansi atau aktor dengan berbagai kompleksitas yang menyertainya. Jika pada pertemuan keenam simulasi kasus yang dilakuan terfokus pada isu-isu yang berada pada area pertahanan negara, maka pada pertemuan ini simulasi kasus yang dilakukan lebih menitikberatkan pada dimensi keamanan dalam negeri (internal security) dan ketertiban masyarakat (public order), yaitu isu radikalisme dan terorisme. 

Pola penanganan radikalisme dimulai dengan menghilangkan potensi radikalisme dengan pembinaan terhadap beberapa kelompok atau organisasi masyarakat yang diidentifikasi memiliki potensi menjadi radikal. Pada tingkatan berikutnya merupakan tindak pencegahan guna mendeteksi potensi terjadinya. Dengan demikian konflik yang dapat ditimbulkan oleh paham radikal kelompok atau organisasi tertentu dapat dipadamkan sebelum menjadi konflik fisik aktual. Jika konflik  tetap terjadi, maka dilihat pada tingkat eskalasi konflik tersebut. Konflik dengan eskalasi yang rendah dapat ditangani dengan mengedepankan perangkat hukum, tetapi jika konflik tersebut bereskalasi menjadi konflik yang lebih besar ditangani dengan pendekatan contigency.

Titik awal dari konflik yang didasari oleh radikalisme dan pada gilirannya dapat menjadi ancaman bagi ketertiban masyarakat bahkan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri dimulai dari berbagai alasan ideologi, pandangan, dan nilai-nilai tertentu. Hal ini sebenarnya sesuatu yang bisa ditanggapi sejak dini dan kedinian respon itu sesuai dengan fungsi-fungsi pemerintahan. Jadi gradasi dari radikalisme hendaknya juga ditanggapi oleh gradasi problem solving. Ketidakberhasilan dari berbagai instansi dalam melaksanakan tugas bisa menghasilkan hal-hal yang menjadi tindak pidana, akhirnya masuk menjadi ranah kerja penegak hukum. Dengan demikian, sebelum itu menimbulkan hal-hal yang menjadi kompetensinya, penegak hukum tidak memiliki mandat untuk mengatasi ancaman radikalisme tersebut. Kondisi ini pada saat yang bersamaan menuntut ketegasan negara di dalam menggunakan kewenangannya. 

Sementara untuk penanganan tindak kejahatan terorisme, kebutuhan utamamya bukanlah kekuatan yang besar. Untuk tujuan striking force cuma tim kecil yang dapat bekerja setiap saat. Kebutuhan yang lebih mendesak, terutama untuk aksi teror dengan tingkat kerusakan tinggi adalah menciptakan manajemen krisis untuk dapat melakukan fungsi koordinasi antar instansi. Lebih lanjut, jika aksi teror berkembang sedemikian rupa dengan daya rusak dan sebaran yang luas serta tidak lagi dapat ditangani oleh penegak hukum, maka akan menjadi kompetensi dari pengambil keputusan politik. Konsekuensi dari hal ini tentu itu akan ada perubahan menyangkut tataran kewenangan. 

